Sekda Sultra Tinjau Dampak
Banjir di Konawe Utara, Pemprov
Siapkan Langkah Tanggap Darurat

Konawe Utara, Sultranet.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., meninjau langsung dampak banjir yang
melanda Kabupaten Konawe Utara, khususnya di Desa Sambandete, Kecamatan
Oheo, dan Desa Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano. Kunjungan ini dilakukan
pada Minggu, 6 April 2025, sebagai tindak lanjut atas arahan Gubernur Mayjen
TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Kepala BPBD Sultra,
Muhammad Yusuf, serta sejumlah pejabat dari OPD terkait. Rombongan bertolak
dari Kendari pukul 05.00 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WITA.

“Kondisinya sangat membutuhkan perhatian dengan segera. Untuk itu, dari hasil
peninjauan ini akan dilakukan sejumlah langkah tindak lanjut, selain desakan
untuk pembangunan fisik kembali, juga penanganan psikis dan sosial bagi
masyarakat terdampak banjir,” ujar Asrun Lio.

Pemerintah Provinsi Sultra merencanakan rapat koordinasi pada Selasa, 8 April
2025, pukul 10.30 WITA di Kantor Gubernur Sultra. Rapat ini bertujuan untuk
membahas pembangunan jembatan layang sebagai solusi jangka panjang dan
jembatan bailey sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi dampak banjir di
wilayah tersebut.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemprov Sultra melalui Dinas Sosial akan
menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk 1 ton beras, 110
kasur lipat, 110 terpal, 500 paket makanan siap saji, 110 selimut, dan 110 family
kit.

Menurut laporan Wakil Bupati Konawe Utara, masyarakat yang terdampak di
Desa Sambandete berjumlah 110 KK atau 457 jiwa. Pemerintah daerah setempat
telah memberikan bantuan darurat, termasuk penyediaan perahu/rakit gratis
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untuk penyeberangan, penetapan tarif penyeberangan, serta penyediaan tenda
bencana dan tenda keluarga.

Sekda Sultra menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak
yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat terdampak
banjir. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi,
kabupaten, dan instansi terkait dalam menangani bencana ini.

Dalam kunjungannya, Sekda juga menerima permohonan dari Camat Oheo terkait
bantuan perahu karet dan pembangunan jembatan layang. Salah satu warga
terdampak juga meminta penertiban dan himbauan kepada pengemudi kendaraan
yang akan menyeberang agar menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses
penyeberangan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penanganan dampak banjir di Konawe
Utara dapat dilakukan secara efektif dan memberikan bantuan yang dibutuhkan
oleh masyarakat terdampak.
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Bupati Kolut Turun Langsung
Pastikan Warga Korban Banjir
Dapat Bantuan

Kolaka Utara, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak banjir dengan
menyalurkan bantuan langsung di empat desa wilayah Pakue Raya. Bantuan
tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur
Rahman Umar, MH., kepada warga korban banjir pada Sabtu, 5 April 2025.

Empat desa terdampak masing-masing adalah Desa Pakue (Kecamatan Pakue
Utara), Desa Lanipa dan Desa Pasampang (Kecamatan Pakue Tengah), serta Desa
Sipakainge (Kecamatan Pakue). Banjir yang melanda wilayah tersebut pada 2
April lalu disebabkan oleh curah hujan tinggi selama beberapa hari berturut-
turut, menyebabkan puluhan rumah warga terendam dan memicu kerugian
materil yang cukup besar.

Sebanyak 82 warga terdampak menerima bantuan dari pemerintah daerah.
Rinciannya, 37 warga berasal dari Desa Pakue, 35 dari Desa Lanipa, 9 dari Desa
Sipakainge, dan 1 dari Desa Pasampang. Setiap warga menerima satu dos mi
instan dan dua rak telur sebagai bantuan kebutuhan dasar.

“Kami hadir langsung di sini untuk memastikan masyarakat terdampak mendapat
perhatian dari pemerintah. Jangan dilihat dari nilainya, tapi ini adalah wujud
kepedulian kami kepada warga yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Bupati
Nur Rahman Umar dalam sambutannya di lokasi penyerahan bantuan.

Bupati menegaskan, meski tidak sempat berada di lokasi saat banjir terjadi,
namun ia langsung menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera turun
tangan. Instansi seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum bergerak
cepat menangani dampak banjir sejak hari pertama.

“Sejak awal saya sudah memerintahkan BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PU untuk
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segera ke lokasi. Alhamdulillah mereka sudah bekerja menyalurkan bantuan awal
dan melakukan pembenahan infrastruktur yang terdampak banjir,” tegasnya.

Penyerahan bantuan oleh Bupati ini merupakan lanjutan dari bantuan tahap
pertama yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial sebagai respons cepat
pascabencana.

Kehadiran Bupati di tengah masyarakat disambut antusias oleh warga yang
terdampak. Banyak warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas
perhatian langsung dari pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bupati dan semua pihak. Bantuan ini
sangat membantu kami yang sedang dalam kesulitan,” ujar Rahmat, warga Desa
Lanipa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala
BPBD, Kepala Dinas Sosial, Camat Pakue dan Pakue Tengah, serta aparat desa
setempat. Pemerintah daerah berharap warga yang terdampak dapat segera
bangkit dan memulihkan aktivitas sehari-hari.

Pemkab Bombana Ikuti Rakor
Nasional Bahas Antisipasi
Bencana dan Lonjakan Mobilitas
Menjelang Nataru

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana
mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) berskala nasional yang digelar Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah
dari seluruh Indonesia. Rakor yang membahas peningkatan potensi bencana alam
serta antisipasi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun
Baru (Nataru) ini berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri


https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-ikuti-rakor-nasional-bahas-antisipasi-bencana-dan-lonjakan-mobilitas-menjelang-nataru/
https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-ikuti-rakor-nasional-bahas-antisipasi-bencana-dan-lonjakan-mobilitas-menjelang-nataru/
https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-ikuti-rakor-nasional-bahas-antisipasi-bencana-dan-lonjakan-mobilitas-menjelang-nataru/
https://www.sultranet.com/pemkab-bombana-ikuti-rakor-nasional-bahas-antisipasi-bencana-dan-lonjakan-mobilitas-menjelang-nataru/

Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemkab
Bombana dari Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (1/12/2025).

Rakor besar ini menjadi forum strategis untuk memastikan kesiapan pusat dan
daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas masyarakat pada akhir
tahun. Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan antara lain potensi cuaca
ekstrem, ancaman banjir dan tanah longsor, kesiapan transportasi, hingga
kemungkinan meningkatnya harga bahan pangan akibat naiknya konsumsi
masyarakat selama periode Nataru.

Turut hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dinas terkait dari Bombana, di
antaranya Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syukri Kasim, S.IP., BPBD Bombana,
Dinas Kesehatan, serta unsur lainnya yang berkaitan langsung dengan
kesiapsiagaan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia
menghadapi dua bencana besar dalam dua pekan terakhir, yakni banjir bandang
dan longsor di Cilacap, serta peristiwa serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat. la menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm agar
pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat manajemen
kebencanaan.

“Indonesia telah mengalami banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah
dalam dua minggu terakhir. Ini harus menjadi perhatian serius bagi daerah untuk
meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam penanganan
bencana,” ujar Tito dalam arahannya.

Selain itu, Tito menyoroti potensi lonjakan aktivitas masyarakat selama libur
Nataru yang diprediksi terjadi pada moda transportasi darat, laut, dan udara.
Menurutnya, arus mobilitas ini harus diantisipasi dengan memastikan kelancaran
transportasi, kesiapan posko pengamanan, serta ketersediaan layanan publik
yang memadai.

Persoalan peningkatan kebutuhan pangan juga menjadi perhatian Mendagri. Ia
mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat yang meningkat setiap akhir tahun
dapat memicu kenaikan harga bahan pokok jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Semua stakeholder pangan harus memastikan stok dan distribusi berjalan lancar



untuk mencegah gejolak harga menjelang Nataru,” tegas Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan
komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi
dinamika cuaca dan mobilitas akhir tahun. Pemkab Bombana berencana
meningkatkan koordinasi lintas instansi, menyiapkan sarana prasarana
penanganan darurat, serta mengoptimalkan fungsi pos pengamanan dan
pemantauan di titik-titik rawan.

Pemkab Bombana juga menegaskan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah
antisipatif, baik dalam mitigasi bencana maupun penjagaan stabilitas harga
pangan melalui sinergi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemangku
kepentingan lainnya.

Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat
saat Nataru, Pemkab Bombana berharap seluruh unsur pemerintahan dan
masyarakat dapat berkolaborasi demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan
kelancaran aktivitas publik.



